
Menimbang a. bahwa dalam rangka penyediaan pupuk dengan barga 
wajar sampai tingkat petani, telah ditetapkan Peraturan 
Walikota Nomor 30 B Tahun 2009 tentang Alokasi dan 
Harga F.ceran Tertinggi (HE'D Pupuk Bersubsidi Untuk 
Sektor Pertanian di Kota Semarang Tahun Anggaran 201 O; 

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubemur Jawa 
Tengah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2009 
tentang Alokasi dan Barga Eceran Tertinggi (BET) Pupuk 
Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa 
Tengah Tahun Anggaran 2010, maka Peraturan Walikota 
sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditinjau kembali; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Semarang 
tentang Perubaban Atas Peraturan Walikota Semarang 
Nomor 30 B Tahun 2009 tentang Alokasi dan Barga 
Eceran Tertinggi (HEn Pupuk Bersubsidi untuk Sektor 
Pertanian di Kota Semarang Tahun Anggaran 201 O; 

I. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang, 
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam 
lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 
Barat dan Daerah lstimewa Yogyakarta; 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahon 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
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PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN 
ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG 
NOMOR 30 B TAHUN 2009 TENT ANG ALOKASI 
DAN HAROA ECERAN TERTINGOI (HE1) PUPUK 
BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERT ANIAN DI 
KOTA SEMARANG TAHUN ANOGARAN 2010. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintaban Daerah. (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang 
Pengawasan At.as Peredaran, Penyimpangan, Penggunaan 
Pupuk dan Pestisida (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1973 Nomor 12); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

6. Peraturan Mentcri Perdagangan Nomor 21/M-DAG 
/PER/6/2008 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk 
Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER /6/2008 
tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi 
Untuk Sektor Pertanian 

7. Peratumn Mcnteri Pcrtanian Nomor 50/Permontan/SR .130 
/11/2009 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi 
(HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor PertanianTahun 
Anggaran 201 O sebagalmana telah dlubah dengan 
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/ SR.130 
/11/2009 tentang Perubaban Peraturan Menteri Pertanian 
Nomor 50/Permentan/SR.130/11/2009 tentang K.ebutuhan 
dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi 
Untuk Sektor PertanianTahun Anggaran 2010; 

8. Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2009 
tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk 
Bersubsidi untuk. Sektor Pertanian di Provinsi Jawa 
Tengah Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubemur Jawa 
Tengah Nomor 76 Tahun 2009 tentang Alokasi dan Harga 
Eceran Tertinggi (HE1) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor 
Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010. 
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Diundangkan di Semarang 
pada tangga1 2 7 Mei 2010 

Pit. SEKRETARIS DA&RAII kOf A SDIARANG 

WALIKOTA SEMARANG 

Ditetapkan di Semarang 
i*laWJU81 27 Mei 2010 

...... u 
Peraturan Walikota ini mulai bedaku pada tang.al diundangkan. 

Agar setiap onmg ~ meme1i11tahkan pengundanpn Pemturan Walikota ini 
dengan penempatannya dalatn Derita Daerah Kota Semarang. 

...... , 
(I) Pengecer n,smi yang resmi dituojuk barus menjual pupuk bersubsidi sesuai Hmp Eea-an 

Tertinggi (HEf). 

(2) Barga Eccnm Tertinggi (HE'I) pupuk bersubsidi sebapiurma dimabud ,-la ayat (1) 
ditetaplcan sebagai berikut: 
a. pupuk Un,a = Rp. 1.600,..Jkg 
b. pupuk SP-36 = Rp. 2.000,-lkg 
c. pupulc ZA = Rp. 1.400,-lkg 
d. pupukNPKphooska(lS:15:15) = Rp.2.300,-lkg 
e. pupuk Organik = Rp. 700,-lkg 

(3) Harp Eceran Tertinggi (HE1) pupuk bersubsidi sebapimana climaksud padll l,Jat -a) 
dalam kemasan 50 kg atau 20 kg dibeli oleh Petani, Pekebun, Petemak, Pembudidaya 
ikan dan/atau udaog di kios peogecer muni secara tunai . 

...... 
Ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraknn Walikola Semmang Nomor JO B Tahun 2009 ten1ang 
Alokasi clan Harp Eceran Tertingi (HE1) Puop& Bersu1,aicii Untuk Sektor Pertaoian di 
kota Semarang Tahun Anggaran 2010 (Derita Daerah Kola Semarang TahlDl 2009 Nomor 
30 B) diubeh sebagai berikut : 
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